
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat U di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 
9, Tambabao Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
352) sebaga.i Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang - Undang Nomor 4 Tabun 1979 tentang 
Kescjahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3143); 

3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum 
Aeara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomer 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahuo 1984 tentang 
Peogesabao Konvensi mengena.i Penghapusan Segala 
Bentuk Disk:riminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara 
republik Indonesia Tabun 1984 Nomr 29, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277 ); 

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3668); 

Mengingat 

Menimbang 

PROVINST KAUMANTAN BARAT 
PERATURAN BUPATI SAMBAS 

NOMOR 8 TAHUN 2016 

TENTANO 

GUGUS TUGAS PENCEOAHAN DAN PENANGANAN 
TINDAK PIDANA PERJ'.>AGANGAN ORANG DI KABUPATEN SAMBAS DAN 

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN 
ORANG KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016- 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SAMBAS, 

bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 dan Pasal 25 
ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 
2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban 
Perdagangan Orang, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sambas dan 
Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan 
Perdagangan Orang Kabupaten Sambas Tahun 2016 - 2020; 

BUPATI SAMBAS 



6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang 
Pengesahan ILO Coru,ention Nomor 105 Concerning the 
Abolition of Poroed Labour (Konvensi IW mengenai 
Pengbapusan Tenaga Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3824 ); 

7. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hale 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 165, Tambe.ban Lembaran Negara 
Nomor 3886 ); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 
Pengesahan IW Conl.le11tion Nomor I 82 Concerning the 
Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the 
Worsl Forms of Child Labour (Konvensi IW Nomor 182 
mengenai Pelarangan <Ian Tindakan Segera untu.k 
penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburu.k untuk 
Anak ) ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3941 ); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentaog 
Perliodungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Pcrubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2002 tentaog Perlindungan Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan 
Lemba.ran Negi,.ra Republik Indonesia Nomor 5606); 

10. Undang-Undaog Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279 ). 

11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi <Ian Korbao (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635). 

12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Pcrdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republ.ik Indonesia 
Nomor 4720); 

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentaog 
Kesejahteraao Sosia1 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahao Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah dua ka1i diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahao Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

15. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang 
Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengahapusao Bentuk 
Bentuk Pekerjaan Terburu.k untuk Anak; 



Pasa1 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
l. Daerah adalah Kabupaten Sambas. 
2. Pemerintahan Kabupaten yang selanjutnya disebut 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANO OUOUS TUGAS PENCEGAHAN 
DAN PENANOANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 
DI KABUPATEN SAMBAS DAN RENCANA AKSJ DAERAH 
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANOAN ORANG 
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 - 2020. 

MEMUTUSKAN : 

16. Kepurusan Prcsiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang 
Rencana Aksi Nasional (RAN) Pcngabapusan Eksploitasi 
Scksual Komersial Anak; 

17. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 ten tang 
Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan 
(Trafficking) Pcrcmpuan dan Anak; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tabun 2008 tentang Tata 
Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi 
dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 
22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4818); 

19. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus 
Tugas Penoegahan dan Penanganan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang . 

20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Percmpuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 10 Tabun 2012 tentang 
Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas 
Penoegahan dan penanganan Tindak Perdagangan Orang; 

21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Percmpuan dan 
Perlindungan Anak Nomor I Tahun 2012 tentang Standar 
Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi 
Perempuan clan Anak Korban Kekerasan; 

22. Peraturao Oaerah Nomor 7 Tabun 2007 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Pcrdagangan Orang 
tcrutama Percmpuan dan Anak (L,embarao Daerah 
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007 Nomor 7J 

23. Peraturan Gubemur Kalimantan Baral Nomor 5 Tabun 
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 
86 Tabun 2006 tentang Rencana Aksi Daerah 
Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking) terutama 
Perempuan dan Anak. 

24. Peraturan Oaerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Peraogkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9 ); 

25. Peraturao Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 tahun 
2015 tentang Pencegahan clan Penanganan Korban 
Perdagangan Orang (L,embarao Daerah Kabupaten Sambas 
Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sambas Nomor 13); 

Menetapkan 

KESATU 



perangkat 
Pemerintah 

Bupati dan 
penyelcnggara 

Pemerintah Daerah adalah 
pemerintah sebagai unsur 
Kabupaten Sambas. 

3. Bupati adalah Bupati Sambas. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sambas. 
5. Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah Sacuan Kerja Perangkat Daerah pada 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas. 

6. Gugus TUgas Pencegaban dan Penanganan Perdagangan 
Orang Kabupaten yang selanjutnya disebut Gugus Tugas 
adalab satuan tugas yang dibencuk dalam rangka 
melaksanakan koordinasi dan merealisasikan secara 
optimal kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peneegahan 
dan penanganan koban perdagangan orang; 

7. Pcrdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, 
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindaban, 
atau penerimaan seseorang dengan ancaroao kekerasan, 
penggunaan kekerasan, penculikan, penyckapan, 
pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran 
atau manfaat, sehingga memperoleh perserujuan dari orang 
yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang 
dila.kukan di dalam negara maupun antar negara, untuk 
tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi; 

8. Sub Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak adalah 
bagian dari GT·PPTPPO yang mcmbidangi upaya 
pencegahan dan partisipasi anal<; 

9. SUb Gugus TUgas Rebabilitasi Kesehatan adalah bagian 
dari GT-PPTPPO yang mcmbidangi pemuliban saksi 
dan/ atau korban dari gangguan kesehatan yang dideritanya 
baik fisik, mental, maupun psikis akibat tindak pidana 
perdagangan orang; 

10. Sub Gugus Tugas Rebabilitasi Sosial, Pemulangan dan 
Reintegrasi adalab bagian dari GT-PPTPO yang memhidangi 
pemulihan saksi dan/ atau korban dari gangguan kondisi 
psikososial dan peogembalian fungsi sosial baik dalam 
keluarga maupun masyarakat, dari luar negeri maupun 
daJam negeri ke daerah asat atau negara asal atau kcluarga 
atau keluarga pengganti, atas keinginan dan persetujuan 
saksi dan/ a tau korban; 

11. Sub Gugus Tugas Pcngembangan Norma Hukum dan 
Pcnegakan Hukum adatah bagian dari GT-PPTPPO yang 
mcmbidangi hukum, mulai dari advokasi, hanoonisasi, 
membuat kcbijakan, melakukan pemeriksaan di kepolisian, 
penunrutan di kejaksaaan, proses sidang di pengadilan 
hingga pemberian restitusi, yang diberikan dalam rangka 
pemenuban hak asasi korban dan/atau saksi yang 
dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan Jainnya; 

12. Sub Gugus Tugas Kerjasama dan Pemberdayaan Korban 
adalah bagjan dari GT-PPTPO yang membidangi kerjasama 
dan pemberdayaan korban, mulai dari melakukan 
kerjasama dan koordioasi antar SKPD, Daerah, Propinsi 
dalam penanganan korban dan pemberdayaan korban; 

13. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan 
organisasi sosial dan/atau organisasi kcmasyarakatan; 

14. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan 
psikis, mental. fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang 
cliakibatkan tindak pidana perdagangan orang. 



15. Kekerasan adaJah setiap pcrbuatan secara melawan bukum 
dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan 
psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau 
menimbulkan terampasoya kemerdekaan seseorang. 

16. Rumab aman adaJah tempat tinggaJ sementara yang 
digunakan untuk memberikan perlindungan terbadap 
korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan. 

17. Pencegaban perdagangan orang adalab tindakan 
pencegaban segala bentu.k dan praktik yang berindikasi 
pada tindak pidana perdagangan orang. 

18. Penanganan perdagangan orang adalab tindakan yang 
diberikan kepada saksi dan/ atau korban dalam rangka 
pemulihan kondisi kesehatan dan psilcososial, pemberian 
banruan hukum, pemulangan dan reintegrasi guna 
pemenuhan hak saksi dan/atau korban tindak pidana 
perdagangan orang. 

19. Pelayanan pengaduan adalab serangkaian tindakan yang 
dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk 
menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap 
perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau 
masyarakaL 

20. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek 
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. 

21. Rehabilitasi sosial adalab pelayanan yang dicujukan untuk 
memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang 
yang mengaJami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan 
fungsi sosialoya secara wajar. 

22. Penegakan bukum adalab tindakan aparat yang diberi 
kewenangan oleb negara untuk melaksanakan peraturan 
perundang-undangan. 

23. Bantuan bukum adalab jasa hukum yang diberikan oleh 
pendamping bukum dan advokat untuk melakukan proses 
pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap 
percmpuan dan anak yang sensitif gender. 

24. Pemulangan adalab upaya untuk mengcmbaJikan korban 
dari luar negeri ke titik debarkasi/ entry point atau dari 
daerab penerima ke daerab asal. 

25. Reintegrasi sosial adalab upaya penyatuan kembali korban 
dengan pihak kcluarga, keluarga pengganti, atau 
masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan 
pemenuhan kebutuhan bagj korban. 

26. Pcmberdayaan adalah penguatan korban kekcrasan untuk 
dapat berusaha dan bekerja sendiri setelab mereka 
dipulibkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan 
dan sosial. 

27. Pelayanan Terpadu adalab serangkaian kegiatan untuk 
melakukan perlindungan bagi saksi dan/ a tau korban 
tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan sccara 
bersama-sama oleb instansi atau Jembaga terka.it sebagai 
satu kesaruan dalam penyelenggaraan rchabilitasi 
kesebatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi dan 
bantuan hukum bagj sak:si dan/ atau korban tindak pidana 
perdagangan orang. 

28. Unit Pclayanan Tcrpadu yang selanjutnya disingkat UPT 
adalab suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi 
pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban 
kekerasan. 



Gugus Tugas mempunyai tugas : 
a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan 

masalah tindak pidana perdagangan orang tingkat 
Kabupaten; 

b. merumuskan kebijak:an, program serta kegiatan 
pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan 
orang; 

c. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan 
kerjasama antar wilayah kabupaten / Kota; 

d. memantau pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi 
penegakan hukum, rehabilitasi, pemulangan dan 
reintegrasi tingkat Kabupaten; 

e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan 
pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan 
orang tingkat Kabupaten. 

Pasal 4 

Gugus Tugas merupakan lembaga koordinatif dalam 
pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan 
orang. 

Pasal 3 

BAB Ill 
KEDUDUKAN DAN TUGAS GUGUS TUGAS 

(1) Dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanganan 
perdagangan orang dibenruk Gugus Tugas Pcncegahan Dan 
Pcnanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di 
Kabupaten Sambas. 

(2) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat(l) berrujuan untuk: 
a. mencegah terjadinya perdagangan orang; 
b. menciptakan keterpaduan dalam pencegahan; dan 
c. mewujudkan daerah yang bebas dari perdagangan orang. 

PasaJ 2 

BAB ll 
GUGUSTUGAS 

29. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjumya disingkat PPT 
adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban 
kekcrasan, yang berbasis rumah sakit, dilcelola bersarna 
sama dalam bentuk pelayanan medis (tennasuk medico 
legal), psikologjs, dan pelayanan hukum dengan melibalka.n 
tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, lembaga sosial, 
aparat penegak hukum, psikolog, psikiater, relawan 
pendamping dan / atau pemhimbing robani. 

30. Reneana Aksi Daerah Pcncegahan dan Penanganan 
Perdagangan Orang yang selanjutnya disebut Rencana Alesi 
Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilaku.kan seeara 
sistematis dan terencana dalam rangka pencegahan dan 
penanganan Pcrdagangan orang. 



Ketua bertanggung jawab kepada Bupati Sambas, yang 
mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Mcnyusun dan me.ngkoordinasikan pelaksanaan RAD 
Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang 
tingkat Kabupaten sebagaimana rercantum dalam 
Lampiran n Peraturan Bupati ini; 

b. Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas anggota Gugus 
Tugas; 

Pasal 6 

(!) Susunan Organisasi G'W's Tugas, terdiri dari: 
a. Pimpinan. 
b. Sekretariat. 
c. Anggota. 
d. Sub gugus rugas. 
e. Satuan rugas (satgas). 

(2) Pimpinan terdiri dari: 
- Kerua 
- Ketua Harian 

(3) Sekretariat terdiri dari sckretaris. 
(4) Anggota terdiri dari : 

a. Unsur SKPD terdiri dari kepala SKPD terkait, 
b. Lembaga terdiri dari Organisasi masyarakat, Organisasi 

Perempuan,Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya 
Masyaralau (LSM),Lcmbaga Bantuan Hukum 
(LBH),perguruan tinggi/ Akademisi, organisasi dari unsur 
lain. 

c. Penegak Hukum terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan 
Pengadilan Negeri dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). 

d. Sub G'WJS Tugas tcrdiri dari S sub bidang yang 
dipimpin oleh masing-rnasing koordinator, terdiri dari: 

SUb Gugus Tugas Bidang Pencegahan clan Partisipasi 
Anak 
Sub Gugus Tugas Biclang Rehabilitasi Kesehatan 
Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Sosial, 
Pemulangan dan Reintegrasi 

- Sub Gugus Tugas Bidang Pcnegakan Hukum. 
Sub Bidang Kerjasama clan Pcmberdayaan Korban 

(5) Penunjukan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditetapkan oleh Ketua atas usul Ketua Harian; 

(6) Satuan tugas { satgas ] berada pada Tingkat Kecamatan dan 
Ocsa. 

(7) Penetapan Satgas Tingkat Kecamatan ditetapkan oleh 
Camat, sedangkan penctapan Satgas Desa ditetapkan 
Kepala Desa clan dilaporlcan kepada Ketua Gugus Tugas. 

(8) Susunan kcanggotaan Gugus Tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) tercantum dalam Lampiran I 
Peraturan Bupati ini. 

(9) Struktur Organisasi Gugus Tugas Tindal< Pidana 
Perdagangan Orang Kabupaten Sambas sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran n Peraturan Bupati ini. 

PasaJ s 

BABIV 
SUSUNAN ORGANJSASI 



(!) Sekretariat sebagaimana dimaksud pasaJ 5 ayat (!) buruf b 
dipimpin oleh seorang sekretaris; 

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai tugas : 
a. memfasilitasi anggota dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya; 
b. mencatat dan mendata jaringan kerja Gugus Tugas. 
c, mewakili Ketua Harian yang berhalangan pada saat rapat 

anggota; 
d. meoyusun jadwal dan meoyiapkan bahan rapat 

koordioasi yang dilakukan oleh Gugus Tugas; 
e. menyediakan tenaga abli yang diperlukan Ketua 

dan/atau Ketua Harian dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya; 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua; dan 
g. menyusun dan melaporkan pelaksanaan kegiatan 

sckretariat kepada Ketua. 

Pasal 9 

Kctua Harian dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 
koordioator sub bidang yang ten:fui dari : 
a. Koordinator sub Bidang Pencegahan dan Partisipasi Aoak; 
b. Koordioator sub Bidang Rehabilitasi Keschatan; 
c. Koordioator sub Bidang Rehabilitasi sosial, Pemulangan 

dan Reiotegrasi; 
d. Koordinator Bidang sub Pengembangan Norma Hukum dan 

Penegakan Hukum; 
e. Koordinator sub Bidang Kcrjasama dan Pemberdayaan 

Korban; 

Pasal 8 

Ketua Harian bertanggung jawab kepada Ketua. yang 
mempunyai tugas sebagai berikut ; 
a. Membantu pelaksana ketua khususoya dalam bidang 

koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan Peocegahan dan Penaganan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang; 

b. Meoglllokasikan angga.ran pelaksanaan tugas harian 
Ougus Tugas; 

c. Melakukan pembinaan dan supervisi kepada Gugus 
Tu gas; 

cl. Memimpio dan mengoperasionalkao sekretariat Gugus 
Tugas; 

e. Melaporkao basil pelaksanaan tugas kcpada Ketua 
Gugus Tugas; 

Pasal 7 

c. Menglllokasikao anggaran pelaksanaan tugas Gugus 
Tugas; 

d. Memantau perkembangan pelaksanaan rugas anggota 
Gugus Togas; 

e. Mengevaluasi pelaksanaan tugas anggota Gugus Tugas; 
dan 

r. Melaporkan basil pelaksaoaao tugas pada Bupati dan 
masyarakat secara ta.hunan dan Jima ta.hunan. 



Koordinator Sub Bidang Rebabilitasi Keseha.tan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 8 buruf 2, mcmpunyai tugas : 
a. melakukan pertcmuan koordinasi rutin dengan para 

anggota sub Gugus Togas Rehabilitasi Kesehatan untuk 
membahas bcrbagai upaya peningkatan Jayanan kesehatan 
bagi korban TPPO sesuai Standar Pclayanan Minimal (SPM}, 
termasuk penycdiaan anggaran unruk penanganannya oleh 
masing-rnasing anggota; 

b. menyediakan dan meningkatkan layanan kesebatnn bagi 
korban TPPO sesuai dengan SPM; 

c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam 
pelayanan rcbabilitasi kesehatan bagi saksi dan / atau 
korban TPPO sesuai dengan SPM; 

d. mengembangkan dan mcnyediakan sarana dan prasarana 
keseha.tan yang memadai dalam penanganan bagi saksi 
dan/atau korban TPPO; 

e, menyusun dan mengharmonieasi Standar Pelayanan 
kcsehatan bagi saksi dan/atau korban TPPO; 

Pasal 11 

media 
ten tang 
pidana 

dan penyebarluasan 
dan Edukasi (KIE} 
penanganan tindak 

Koordinator sub Bidang Pencegahan dan Partisipasi Anak 
sebagaimana dimaksud daJam pasaJ 8 huruf I, mempunyai 
tugas: 
a. melakukan pertcmuan koordinasi rutin dengan para 

anggota sub Gugus Togas Pencegahan dan Partisipasi An8k 
unruk membabas bcrbagai pennasalaban perdagangan 
anak dan eksploitasi anak yang terjadi, tennasuk 
penycdiaan anggaran unruk penanganannya oleh masing 
masing anggota: 

b. menyusun, mencetak 
Komunikasi, Informasi 
pemberantasan dan 
perdagangan orang; 

c. melakukan sosialisasi dan kampanye pendidikan dan 
pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan 
eksploitasi anak; 

d. mendorong terintcgrasinya isu TPPO dan eksploitasi anak 
ke dalam proses pembclajaran dalam pendidikan formal 
dan non-formal; 

e. membangun mekanisme pegawasan dan perlindungan 
berbasis komunitas terhadap TPPO dan eksploitasi anak; 

f. memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan sub 
gugus tugas pencegahan dan partisipasi anak. 

g. melalrukan pemantauan dan cvaluasi terha.dap 
pelaksanaan kcbijakan, program dan kegiatan yang terkait 
dengan tindak pidana perdagangan dan eksploitasi anak; 

h. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas bidang 
peneegahan dan partisipasi anak kepada Kctua Harian 
Gugus Togas; 

Pasal 10 

(3) Oalam melaksana.kan rugas sekretaris sehari-hari, dapat 
dibenruk Sekrctariat yang bcrkedudukan di SKPD yang 
membidangi Pembcrdayaan Percmpuan dan Perlindungan 
Anak Kabupaten Sambas. 



Koordinator Sub Bidang Pengcmbangan Norma Hukum dan 
Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud daJam pasal 8 
huruf 4, mempunyai tugas : 
a. melakukao pcrtemuan koordioasi rutin dengan para sub 

gugus tugas pengembangan nonna hukum dan Penegakan 
Hukum untuk membahas berbagai upaya peningkatan 
mutu dan kualitas produk hukum terka.it dengan 
pencegahan dan penanganan TPPO termasuk penyediaan 
anggaran untuk penanganannya oleh masing-masing 
anggota; 

b. melakukan review dan mengharmonisasi peraruran 
pcrundang-undangan dan kebijakao Provinsi dan 
Kabupaten yang berkaitan langsung maupun tidak 
Jangsung dengan TPPO; 

c. melakukan pembentukan dan penerbitan peraturan di 
daerah terkait dengan TPPO; 

Pasal 13 

Koordinator Sub Bidang Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, 
Pemulangan dan Reiotcgrasi sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 8 huruf 3, mernpunyai tugas : 
a. melakukan pertemuaa koordinasi rutin dengan para sub 

gugus tugas rehabilitasi sosial, Pcmulangan dan reintegrasi 
uatuk membahas berbagai upaya peningkatan layanan 
rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi bagi korban 
TPPO sesuai dengan SPM termasuk pcnyediaan anggaran 
untuk penanganannya oleh masiog masing anggota; 

b. mengkoordioasikan dengan jajaran tcrkait dalam rangka 
pelaksanaan tugas rehabilitasi sosial, pemulangan dan 
reiotegrasi yang aman bagi saksi dan / atau korban TPPO; 

c. mcnyusun dan mengbarmonisasi SPM rehabilitasi sosial 
bagi saksi dan I a tau korban tindak pidana pcrdagangan 
orang; 

d. menyusun, memperbailci dan mengembangkan sistem 
pencatatan dan pelaporan di semua Jayanan rehabilitasi 
sosial, pemulangan dan reiotegrasi bagi korban tindak 
pidana pcrdagangan orang; 

e, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam 
rehabilitasi sosial, pcmulangan dan reintcgrasi bagi korban 
TPPO; 

f, mclakukan pemantauan dan evaluasi pela.ksanaan tugas 
rebabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi; 

g. melakukan pelaporao pelaksanaan rugas rehabilitasi sosial, 
pcmulangan dan reiotcgrasi kepada Ketua Harian Gugus 
Tu gas; 

Pasal 12 

f. meayusun dan mengembaogkan sistem pencatatan dan 
pelaporan semua Jayanan rehabilitasi kesehatan termasuk 
layanan bagi TPPO; 

g. memfasilitasi pcningkatan kapasita.s kelembagaan sub 
gugus tugas rehabilitasi kcsehatan; 

h, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
rehabilitasi kesehatan; 

1. melakukan pelaporan pela.ksanaan tugas rehabilitasi 
kesehatan kepada Ketua Harian Gugus Tugas; 



Koordinator Sub Bidang Gugus Tugas Kerjasama dan 
Pembcrdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf 5, 
mempunyai tugas: 
a. melakukan pertemuan koordinasi rutin dengan para 

anggota gugus tugas kerjasama dan pembcrdayaan untuk 
mcmbahas bcrbagai upaya peningkatan mutu dan kualitas 
kerjasama layanan pembcrdayaan korban, pencegahan dan 
penanganan TPPO termasuk penyediaan anggaran untuk 
penanganannya oleh masing masing anggota; 

b. membanguo dan mengembangkan kerjasama daerah: 
c. membangun dan mengambangkan kerjasama dengan dunia 

usaha, organisasi masyarakat, SKPD terkait, lembaga 
kursus, LSM dan pe.rguruan tinggi untuk pembcrdayaan 
korba.n; 

d. mendorong dan menfasilitasi kerjasama antar 
kabupaten/kota dalam provinsi tcrkait pencegahan dan 
penanganan TPPO; 

e. mendorong pembentukan dan penguatan Satuan Tugas 
pencegahan dan penanganan perdagangan orang pada 
tingkat kecamatan dan desa; 

f. meningkatkan kapasitas anggota Gugus Tugas; 
g. membcntuk dan mengembangkan pusat informasi terpadu 

PPTPO; 
h. melakukan survei dan pemetaan tentang daerah rawan 

PPTPO; 
1. membentuk kesekretariatan Gugus Tugas; 
J. melakukan pemantauan dan evaluasi petaksanaan 

koordinasi dan pemberdayaan korban; 
k. me.lakukan pelaporan pelaksanaan tugas koordinasi dan 

pemberdayaan kepada Ketua Harian Gugus Tugas; 

Pasal 14 

f. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam 
pelayanan penegakan hukum sesuai dengan SPM; 

g. mengembangkan dan menyediakan sarana dan prasarana 
pelayanan penegakan hukum bagi saksi dan/atau korban 
TPPO; 

h. mengimplementasikan SPM Penegakan hukum bagi saksi 
dan/atau korban TPPO; 

1. mengembangkan sistem pencatatan, pendataan dan 
pelaporan di semua layanan penegakan hukum; 

J· memperlruat sistem monitoring dan pengawasan penegakan 
hukum kasus TPPO; 

k. mengefektifkan kegiatan tayanan bantuan hukum bagi 
saksi dan/ atau korban TPPO; 

I. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
pemantuan dan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum; 

m. melakukan pelaporan pelaksanaan tugas penegakan 
hukum kepada Ketua Harian Gugus Tugas; 

d. melakukan pemantauan dan evaluasi pclaksanaan 
pengembangan norma hukum; 

e. menyediakan dan meningkatkan kualitas Jayanan 
penegakan hukum sesuai dengan SPM; 



(I) Rencana Aksi Daerah bertujuan untuk ; 
a. Mencegah terjadioya segala beotuk dan praktek yang 

beriodikasi pada Tindak Pidaoa Perdagangan Orang; 
b. Mewujudkan pclayanan yang memadai untuk rehabilitasi 

kesehatan; 

c, Mewujudkan pelayanan yang memadai untuk rehabilitasi 

sosial, pemulangao dan reintegrasi sosial; 

PasaJ 20 

BAB VJ 

RENCANAAKSIDAERAH 

Untuk mcnjamin pencegahan dan penanggulangan 
perdagaogan orang, Sub Gugus Tugas melakukan koordinasi, 
pcmantauan dan evaluasi, serta pelaporan secara periodik 
kepada Gugus Tugas Kabupaten meliputi: 
a. Laporan semesteran kegiatan sub gugus tugas;dan 
b. Laporan tahunan kegjatan sub gugus tugas. 

Pasal 19 

Pelaksanaan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17, Pasal 18, dan Pa.sal 19 berpedoman pada mekanisme 
koordinasi yang dilaksanakao Ougus Tugas. 

Pasal 18 

(1) Rapat koordinasi khusus sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 18 huruf b, d.ilakukan dalam penangananan TPPO. 

(2) Rapat koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 
l diikuti sclurub personil Gugus Tugas. 

(3) Rapat koordinasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(I) untuk menyikapi permasalahan khusus yang 
mcmbutuhkan pemecahan secara cepat dan tepat. 

Pasal 17 

Rapat koordinasi Sub Gugus Tugas sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 18 huruf a, diikuti selurub personil Sub Gugus 
Tugas dan dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu ) 
kaJi dalam 4 (empat) bulan. 

Pasal 16 

Tugas Dalam mclaksanakan koordinasi, Gugus 
menyelenggarakan rapat koordinasi yang meUputi ; 
a. Rapat Koordinasi Sub Gugus Tugas; dan 
b. Rapat Koordinasi Khusus. 

Pasal 15 



Anggaran pelaksanaaan Gugus Tugas dibebankan kepada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran SKPD terkait serta sumber pembiayaan 
lain yang sah dan tidak mengikat. 

PasaJ 22 

BAB VIII 

AliGGARAN 

(1) Evaluasi pencegahan dan penanganan tindak pidana 

perdagangan orang, difaksanakan secara berkala setiap 
tabun atau sewaktu-waktu diperlukan Bupati. 

(2) Evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak 
pidana perdagangan orang, sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi 
pemberdayaan perempuan dan anak serta melibatkan 
anggota Gugus Tugas. 

Pasal 21 

BAB VII 

EVAWASI 

d. Mengembangkan nonna hukum yang lebih memberikan 
perlindungan hukum bagi saksi dan korban; 

e. Meningkat.kan penegakan hukum terhadap pelaku dan 
perlindungan hukum bagi saksi dan atau korban. 

f. Membangyn dan meningkat.kan kerjasama dan 
koordinasi dalam upaya pencegaban dan penanganan di 
tingkat daerah, nasional dan internasional. 

(2) Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalarn lampiran II dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 
dilaksanakan secara ben:ahap dan berkesinambungan. 



ARlANlS 
Pembina (IV/ a) 

NIP. 19640 l 12 200003 I 003 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

DANPERUNDANG-UNDANGAN 

SERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 8 

JAMlAT AKADOL 

Diundangkan di Sambas 
pada tanggal 1 April 2016 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS 

JULlARTI DJUHAROI ALWI 

TIO 

Ditctapkan di Sambas 
pada tanggal 1 April 2016 

BlJPATI SAMBAS, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabuparen Sambas. 

Pasal 23 

BABIX 
KETENTI.JAN PENUTUP 



NO JABATAN POKOK JABATAN DAI.AM TIM 

1. Bupati Sambas Peoasehat 

2. Wakil Bupati Sambas Ketua 

3. Kepala Sadan Pemberdayaan Perempuan dan Kerua Harian 

Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 

4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris 

Sekretariat Daerah Kabupateo Sambas 

5. Kepala Kepolisian Resort Sambas Anggota 

6. KepaJa Kejaksaan Negeri Sambas Aoggota 

7. Ketua Pengadilan Negeri Sambas Aoggota 
8. Kepala Kantor lmigrasi Kabupaten Sambas Anggota 
9. KepaJa Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas Anggota 

10. Kepala Badan Pemberdayaan Masyaraka.t dan Anggota 
Pemerintahan Desa Kabupaten Sambas 

11. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Aoggota 
Jnfonnatika Kabupat.en Sambas 

12. KepaJa Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Aoggota 
Transmigrasi Kabupaten Sambas 

13. Kcpala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Anggota 
Kabupaten Sambas 

14. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Pcrindustrian Anggota 
dan Perdagangan Kabupatcn Sambas 

IS. KepaJa Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Anggota 
dan Kabupaten Sambas 

A. Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan dan 

Partisipasi Anak 

1. Kepala Bidang Peodidikan Non Formal dan Koordioator 
Informal Dinas Peodidikan Kabupat.en 

Sambas 

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TOGAS PEMBERANTASAN DAN PENANGANAN 
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG 

KABUPATEN SAMBAS TAHVN 2016 - 2020 

NOMOR 8 TAHUN 2016 
TENTANG GUGUS TUGAS PEMBERANTASAN DAN PENANGANAN TINDAK 

PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN SAMBAS DAN 
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN 
PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016-2020 

LAMPTRAN I PERATURAN BUPA'Tl SAMBAS 



2. Kepala Kantor Kementerian Agama Wakil Koordinator 

Kabupaten Sambas 

3. Kepala Bidang Wasdak lmigrasi Kabupaten Anggota 

Sambas 

4. Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda, Anggota 
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Sambas 

5. Kepala Bidang Pemcrintahan Desa dan Anggota 
Kelurahan Badan Pemberdayaan 
Masyarakat dan Pemerintaban Desa 
Kabupaten Sambas 

6. Kepala Bidang Pemuda Dinas Pemuda, Anggota 
Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Sambas 

7. Kepala Bidang Catatan Sipil Dinas Anggota 
Kependuduka:n dan Catatan Sipil 
Kabupaten Sambas 

8. Kasubid Perlindungan Perempuan Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Kcluarga Anggota 
Berencana Kabupaten Sambas 

9. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Anggota 
Sambas 

I 0. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Anggota 
Kabupatcn Sambas 

11. Camat se Kabupaten Sambas Anggota 
12. Ketua APDESI Kabupaten Sambas Anggota 
13. BP2TKI Kab. Sambas Anggota 

B. Sub Gugus Togas Bidang Rehabilitasi 
Kesebatan 

I. Kepala Bidang Yankes Dinas Kesebatan Koordinator 
Kabupaten Sambas 

2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Wakil Koordinator 
Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas 

3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerab Anggota 
Sambas Kabupaten Sambas 

4. Direlctur Rumah Sakit Umum Daerah Anggota 
Pemangkat Kabupaten Sambas 



5. Kepala Bidang Pengendalian Masalah Anggota 
Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sambas 

6. Kepala Bidang Kesga Dinas Keschatan Anggota 
Kabupaten Sambas. 

7. Kepala Bidang Keluarga Berencana BPPKB Anggota 
Kabupaten Sambas 

8. Ketua ID! Kabupaten Sambas. Anggota 

9. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Anggota 
Sambas 

l 0. Ketua PPNI Kabupaten Sambas Anggota 
11. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Sambas Anggota 
12. Ketua PKBI Kabupaten Sambas Anggota 

c. Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Sosial, 
Pemulangan dan Reintcgrasi 

I. Kepala Bidang Sosial Oinas Sosial, Tenaga Koordinator 
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sambas 

2. Kepala Bidang Kesejahteraan dan Wakil Koordinator 
Perlindungan Anak Sadan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Sambas 

3. Kepala Bidang Ul<M Perindustrian Dinas Anggota 
Kumindag Kabupaten Sambas 

4. Kabag Kemasyarakat Setda Kabupaten Anggota 
Sambas 

5. Kepala Bidang Perhubungan Darat Oinas Anggota 
Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika 
Kabupaten Sambas 

6. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Anggota 
Pcrlindungan Masya.rakat Kabupaten 
Sambas 

7. Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Anggota 
Tenaga Kerja Oinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Tra.nsmigrasi Kabupaten Sambas 

8. Kasat Bina Mitra Polres Sambas Anggota 
9. Kepala Seksi Pembinaan dan Ketentraman Anggota 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Sambas 



10. Kepala Seksi Penamas Kementcrian Agama Anggota 
Kabupaten Sambas 

11. Kepala BP4TKI Sambas Anggota 

o. Sub Ougus Tugas Bidang Pengembangan 
Norma Hukum dan Penegakan Hukum 

I. Kabag Hukum dan Perundang - undangan Koordinator 
Sctda Kabupaten Sambas 

2. Kasa; Reskrim Kepolisian Resort Sambas Wakil Koordinator 
3. Kepala Bidang Hubungan lndustri Dinas Anggota 

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 
Kabupaten Sambas 

4. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Anggota 
Kcjaksaan Ncgeri Sambas 

5. Kasubbag Perencanaan , Telekomunikasi Anggota 
lnformasi danPelaporan Pcngadilan Negeri 
Sambas 

6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Anggota 
Kabupaten Sambas 

7. Ketua Posbakum Kabupatcn Sambas Anggota 
8. Kanit UPPA Polres Sambas Kabupatcn Anggota 

Sambas 
E. Sub Ougus Tugas Bidang Kerjasama dan 

Pemberdayaan 
I. Kepala Bidang Pcmberdayaan Perempuan Koordinator 

Badan Pemberdayaan Perempuan dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 

2. Kepala Bidang UMKM Dinas Kumindag Wakil Koordinator 
Kabupatcn Sambas 

3. Kepala Bidang Sosial Budaya Sadan Anggota 
Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Sambas 

4. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Anggota 
Sckretariat Daerah Kabupatcn Sambas 

5. Kabid Pendiclikan Dasar Dinas Pendidikan Anggota 
Kabupaten Sambas 

6. Kasubbid Kesejahteraan dan Perlindungan Anggota 
Anak Sadan Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Sambas 
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7. Kasubbid Peningkatan Kualitas Hidup Anggota 
Perempuan Sadan Pemberdayaan 

Perempuan dan Keluarga Bereneana 

Kabupaten Sambas 

8. Ketua Gapemasda Anggota 
9. Lembaga Perguruan Tinggi Kabupaten Anggota 

Sambas 

10.Lembaga Gemawan Anggota 
1 I .lnstitut Agama Islam Sambas Anggota 
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STRUKTUR ORGANISASI GUGUS TUGAS TPPO KABUPA TEN SAMBAS 

NOMOR 8 TAHUN 2016 
TENTANG GUGUS TUGAS PEMBERANTASAN DAN PENANOANAN TINDAK 
PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN SAMBAS DAN RENCANA AKSI 
DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANOANAN PERDAGANGAN ORANG 
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016-2020 

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMBAS 



Perdagangan orang adalah bentuk modem dari perbudakan manusia. 
Perdagangan orang juga mcrupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk 
dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Dalam bcrbagai studi dan 
laporan dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menyatakan 
bahwa Indonesia merupakan daerah sumbcr, di sampingjuga sebagai dacrah 
transit dan penerima Perdagangan Orang. Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(l'PPO), khususnya perempuan dan anak (trafficking in persons, especially 
woman and children), telah meluas dalam bcntuk jaringan kejahatan yang 
tercrganisasi, Tindak pidana pen:lagangan orang bahkan melibatkan tidak 
hanya perorangan tctapi juga korporasi dan pcnyelenggara negara yang 
menyalahguoakan wewenang dan kekuasaannya Jaringan pelalru tindak 
pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar 
wilayah dalam negeri tctapi juga antar ncgara (trans national o,yanised crime). 

Saat ini tindak pidana perdagangan orang tcrgolong kejahatan kriminal 
intemasional (trans national o,yanised crime), dan untuk itu sebagai salah 
satu bcntuk komitrnen negara dalam pengbapusan pcrdagangan (trafficking) 
orang, khususnya perempuan dan anak, pemerinlah menetapkan Keputusan 
Presiden RI Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional {RAN) 
Penghapusan Eksploitasi Seksual Komcrsial Anak, dan Kcputusan Presiden 
RI Nomor 88 Tahun 2002 tcntang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pengbapusan 
Perdagangan (trafficking) Perempuan dan Anak. 

Tidak cukup dengan menctapkan Rencana Aksi Nasional, kcseriusan 
komitmen pemcrintah untuk memberantas pela.ku kejahatan perdagangan 
orang. khususnya pcrempuan dan aoak, semakin diperkuat dengan 
ditetapkan dan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 
21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

Lahimya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang (UU PTPPO) merupakan wujud dari keinginan negara Indonesia untuk 
mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagange» orang yang 
didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan intemasional 
untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap 
pclaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama. Kita harus 
memaharoi bahwa upaya pcncegahan sejak dini perdagangan orang sama 
pentingnya dengan upaya penindakao terhadap pelalru, perlindungan 
terhadap korban, dan peningkatan kerja saroa aotar stakeholders. Secara 
khusus Bab VI Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang rnengatur mcngenai pencegahan dan penanganan, dan dalaro Pasal 56 
dinyatakan bahwa pencegahan tindak pidaoa perdagangan orang bcrtujuan 
mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang. 

Kabupaten Sambas merupakan dacrah yang berbatasan langsung 
dengan negara Malaysia Bagian Timur (Kucing) sangat rentan terhadap kasus 
perdagangan orang. hal ini ditunjang oleb sarana transportasi yang lancar 
dan menjadikan Kabupatcn Sambas sebagai daerah pengirim TKJ juga 
sebagai daerah transit TKJ. Kasus pcrdagangangan orang di Sambas dari 

I. PENDAHlJLUAN 

REIICAKA AKSI DAERAB 
PEl'ICEGAHAl'f DAlf PElfAlfOAlfAJf PERDAGAJfGAJf ORAlfQ 

DI KABUPATEII SAMBAS TABl.111 2016 - 2020 

LAMPIRAN m PERATURAN BUPATI SAMBAS 
NOMOR 8 TAHUN 2016 
TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA 

PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN SAMBAS DAN RENCANA 
AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANOANAN PERDAOANGAN 
ORANG KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 - 2020 



IV. PROSES KERJA 

I. Proses Penyadaran 

Pemberian pemahaman dilaJrukan kepada kelompok masyarakat rentan 
dengan cara melakukan analisis, penilaiao atas maraknya perdagangan 
orang pada dewasa ini, sehingga menumbubkan kesadaran masyarakat 
untuk mencegah kemungkinan anggota keluarganya untuk menjadi 
korban maupuo pclaku perdagangao orang. 

2. Pendekatan Capacity Building 
Pendekatan capacity building berpijak pada : 
a. proses peningkatan wawasan/ pengetahuan, keterampilan dan sikap 

sumber daya manusia dalam menanggapi pentingnya pendidikan dasar 
dan keterampilan (skill); 

b. Ketahanan moral bagi tenaga kerja yang akan beketja di luar 

l. merekomendasikan bahwa strategi yang diarahkan untuk mencegah 
terjadinya perdagangan manusia haruslah temtju pada tuntutan untuk 
menemukan akar permasalaban, yang dilakukan dengan pemetaan 
masalah. 

2. pendekatan keterpaduan antar instansi, lintas sektor dan antar dan lintas 
daerah, tanpa terlalu terikat dengan kewenangan dan batas wilayah 
yurisdiksi pemerintah. 

3. pendekatan bottom up yang akomodatif terbadap aspirasi dari "bawah", 
responsif gender, dengan benar-benar membangun pilar keterbukaan, 
transparansi, membuka akses terhadap informasi. 

4. mengembangkan manajemen yang berbasis magyarakat madani (civil 
society based ~enl) dalaro peneegahan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang. 

5. pencegahan dilakukan dengan cuma-cuma, eepat, empati, clan non 
diskrimin . _ - as1. 

Dalam Pelaksanaan tugasnya, Gugus Tugas melaksanakan langkah-langkah 
pendekatan, sebagai berikuc 

Ill. PENDEKATAN PENCEGAHAN TINDAi< PIDANA PERDAGANGAN ORANG 

Kondisi Kabupaten Sambas secara umum rawan terhadap Tindak 
Pidana Perdagangan Orang sehingga diperlukan komitmen pemerintah 
Daerah yang kuat melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan 
Penanganan Perdagangan Orang Kabupaten Sambas untuk memberikan arah 
dan pedoman kerja bagi paratur pemerintah, kclompok-kelompok masyarakat 
serta organisasi sosiaJ yang ada di Kabupaten Sambas. Rencana Alesi Daerah 
Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Kabupaten Sambas 
difasilitasi oleh Ougus Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang yaitu satuan kerja yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten 
Sambas untuk menjamin clan mcngcfektilkan pemberantasan tindak pidana 
perdagangan orang yang beranggotakan wakil-wakil dari pemerintah, penegak 
hukum, organisasi masyarakat, Lcmbaga Swadaya Masyarakat, organisasi 
profesi di tingkat Kabupaten. 

tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga banyak korban 
menagalami penderitaan baik fisik maupun pisikis. Dalam upaya mengurangi 
kasus perdagangan orang di Kabupaten Sambas telah ditetapkan Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peocegahan dan Penanganan Korban 
Perdagangan Orang di Kabupaten Sambas. 

U. KONDISI KABUPATEN SAMBAS 



Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Pcrdagangan Orang mcngarnanatkan agar Pemerintah Daerah 
(Kabupaten/Kota) mengalokasikan anggaran untuk membiayai bcrbagai 
program untuk penccgahan dan penanganan masala,h perdagangan orang di 
tingkat Kabupatcn/Kota antara Jain : 

1. Anggaran Pemerintah 
a) Anggaran pemetaan persoalan perdagangan orang, tcrdapat dalam SKPD 

dan instansi yang menangani Pemberdayaan Perempuan. 
b) Anggaran pcmbuatan dan pengembangan kebijakan perlindungan 

perempuan dan anak, dapat dialokasikan oleh SKPD instansi yang 
membidangi pemberdayaan perempuan dan anak dan bagian hulrum. 

c) Anggaran penyadaran dan sosialisasi ke lintas stakeholders dan 
masyarakat dapat dialokasilcan oleh SKPO yang membidangi pendidikan 
,pembcrdayaan perempuan dan anak, pemuda dan parawisata, 
ketenagakerjaan,pcmberdayaan masyarakat, Dcpartcmen Agama dan 
lain-Jain. 

d) Anggaran pembentukan gugus tugas, satuan tugas atau tim 
Kabupaten,dapat diatokasikan SKPD yang membidangi pembcrdayaan 
perempuan dan anak. 

e) Anggaran pemberdayaan ekooomi, dapat dialokasikan pada SKPD yang 

Y. SUMBER PEMB!AYMN DAN CARA PENGGALlAN 

4. Pendekatan Partisipati! 
Sub Ougus tugas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
bidang penccgahan di dalam pelaksanaan barus melalrukan pendekatan 
partisipati!, mctodoJogi andragogi (pendidikan orang dewasa) agar 
partisipasi warga belajar (kelompok sasaran] benar-benar dapat menjadi 
subjek dalam tindak lanjut rencana aksi Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang. 

3. Pendekatan Sumber Daya 
Kritcria utama lrompetensi anggota gugus rugas yaitu: 
a. Keroampuan teknis, yaitu memihki kcterampilan clan pengetahuan yang 

Juas tcntang modus operandi dampak dan jenis tindak kriminal 
Pemberantasan Tindak Pidana Pcrdagangan Orang; dan 

b. Kemampuan non tcknis, atau yang mcngarab pada nilai, motivasi, sifat, 
sikap di mana anggota gugus tugas memiliki kepedulian yang di 
gerakkan oleh hati nurani dan memahami nilainilai sosial kcmanusiaan 
yang dapat mendorong semangatnya untuk peduli terhadap masyarakat 
yang rentan menjadi korban perdagangan. 

Pendekatan sumber daya memperbatikan 4 (cmpat) aspek sumber daya 
yang menjadi masukan bagi pelaksanaan kegiatan, yaitu: 
a. kondisi sumber daya manusia anggota Gugus Tugas; 
b. kondisi kclcmbagaan/manajemen Ougus Tugas; 
c, kondisi masyarakat clan linglrungan selcitar dimana Gugus Tugas 

berlokasi; dan 
d. kondisi sumber daya beserta pe.rangkat kebijakan yang melandasinya. 

lingk:ungan rumah; 
c. peningkatan kapasitas kclcmbagaan dcngan proses penguatan sistem 

dan manajemen operasional kelembagaan; 
d. mcmperlruat badan bulrum dan menjaga keberlanjutan eksistensi: 

clan 
e. menge!ektilkan dan mengefisienkan fungsi gugus tugas yang dibentuk. 



Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilalrukan dengan prinsip sebagai 
berikut : 
a Kejelasan tujuan rcncana aksi yang ditetapkan oleh unit terkait; 
b. Pelaksanaan program yang dilakukan secara objektif; 
c. Program yang spesilik pada upaya pencegaban dini, dan tidak meluas 

atau melebar kepada tindakan rehabilitasi, pcmulangan dan reintegrasi 
korban; 

d. Melibatkan berbagai pihak yang dipandang pcrlu dan berkcpentingan 
sebagai jejaring kerja pelaksanaan pencegahao Tindal< Pidana 
Perdagangan Orang; 

e. Tata kelola dan pela.ksanaannya dapat dipertanggungjawabkan secara 
internal dan ekstemal (akuntabel); 

f. Pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan yang ditetapkan. 
g. Pelaksanaan hendaknya berbasis kinerja yang dikembangkan 

berdasarkan tujuao pencegaban Tindak Pidana Perdagangao Orang; dan 
h, Target pemantauan dan evaluasi yang dicapai dengan menggunakan 

sumber daya yang tersedia sesuai dengan yang direncaoakan. 

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleb koordinator sub gugus tugas 
kepada instansi anggota di masing-masing sektor/organisasi dan lembaga 
yang terkait serta dilakukan sekurang kurangnya sekali dalam setahun. 
Apabila dalam pelaksanaan pemantauao dan evaluasi ditcmukan masalah 
atau hambatan pela.ksaoaan, maka secara langsung dapat dilakukan rapat 
koordinasi sub gugus tugas dan atau rapat koordinasi khusus untuk 
mendapatkan saran dan earn mengatasioya 

VI. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 

2. Anggaran Non Pcmcrintah 
Yang dimaksud dengan sumbcr dana Non Pemerintah adalah sumber 

dana lain dari luar APBD dan APBN, misalnya dukungan dari lembaga 
donor, individu, perusahaan atau dari organisasi sosial/kemasyarakatan 
yang memiliki kepedulian terhadap persoalan peneegahan tindak pidana 
pcrdagangan orang, bail< dari dalaro maupun dari luar negeri berupa 
dana, maupun fasilitasi lainnya ( tenaga, barang dan kegiatan clan 
sebagainya ). 

membidangi perekonomian, industri, Usaha Kccil Menengah, 
pemberdayaan perempuan, sosial, dan lain-lain. 

J) Anggaran pembcrdayaan pendidikan dan pengcmbangan 
ketenagakerjaan, dape.t dialokasikan pada SKPD yang membidangi 
pendidikan dan ketenagakerjaan. 

g) Anggaran untuk validasi dan Up dating data dasar terkait trafiking pada 
masing-masing SKPD dan instansi terkait. 

h) Anggaran untuk pelayanan kesehatan korban kekerasan dan trafficking 
dapat dialokasikan pada SKPD yang menangani bidang Kesebatan dan 
sosial. 

i) Anggaran untuk bantuan Hukum korban dan saksi dapat dianggarkan 
pada unit kcrja yang membidangi Hukum dan Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak. 

j) Anggaran rehabilitasi sosial, pemulangan dan re-integrasi korban dapat 
dianggarkan pada SKPD yang membidangi sosial. 

k) Anggaran untuk opcrasional satgas dibebankan pada masing-masing 
kecamatan dan desa, 



Pelaporan dilakukan minimal sebanyak dua kali dalam setahun yaitu 
pada bulan Februari dan Agusrus setiap tahun. Pemenuhan jadwal ini amat 
penting, karena laporan perkembangan suatu negara dalam Pemberantasan 

I. Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan Tidak Pidana Perdagaogao Orang 
Tlngkat Kabupaten menyampaikan Japoran kepada Ketua Harian Gugus 
Tugas Pencegahan Tidal< Pidana Perdagangan Orang Tingkat Kabupaten, 
untuk selanjutnya disampaikan kepada Ketua Gugus Tugas Kabupaten, 
dengan tembusan kepada sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan Tidak 
Pidana Perdagangan Orang Provinsi, dan dilaporkan pada masyarakat. 

2. Satuan tugas ( Satgas ) Kecamatan Penanganan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang menyampaikan laporan kepada Satgas Tlndak Pidana 
Perdagangan Orang Kabupaten melalui Ketua Harian Gugus Tugas 
Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tlngkat .Kabupaten. 

3. Saruan rugas ( Satgas ) Penanganan Tldak Pidana Perdagangan Orang 
Tingkat Desa menyampaikan Japoran kepada Satgas Tingkat Keeamataan 
dan selanjutnya Sacgas Kecamatan menyampaikan laporan kepada 
Koordinator Gugus Tugas Pencegahan Tldak Pidana Perdagangan Orang 
Tingkat Kabupatcn, dengan tembusan kepada Ketua Harian Gugus Tugas 
Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang Tingkat Kabupaten, dan 
dilaporka.n pada masyarakat. 

Pelaporan sebagai bentuk perumggungjawaba.n rertulis pelaksanaao 
Rencana Aksi Pcnccgahan Tidak Pidana Perdagangan Orang pada periode 
tertentu, seeara berkala. Komponen yang dilaporkan meliputi aspek 
perencanaan, pelaksanaan, pcngorganisasiao, scrta pemantauan dan 
evaluasi Pencegahan Tidak Pidana Perdagangan Orang, pada masing-masing 
instansi sebagai anggota Sub Gugus Tugas Bidang Pencegahan Tidak Pidana 
Perdagangan Orang. 

Penyampaian laporan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut : 

Vlll. PELAPORAN PENCEGAHAN TPPO 

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup aspek perencanaan 
program, pelaksanaan program dan kualitas program, dampaknya terhadap 
masyarakat rentan korban Tlndak Pidana Perdagaogan Orang. 

1. Pemantauan dan Evaluasi oleh Gugus Togas Kabupaten 
Bagi Pemerintah Kabupaten, pemantauan dan evaluasi dapat digunakan 
untuk menyusun Japoran berkala berdasarkan data dan informasi yang 
diperoleh dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh koordinator 
gugus tugas kabupaten terhadap kinerja anggota gugus tugas yang ada di 
Kecamatan dan Desa yang ada di Kabupaten tersebut, Laporan barus 
berdasarkan laporan yang diperoleh dari gugus tugas peneegahan kepada 
pemerintah kabupaten daerah setempaL 

2. Pemantauan dan Evaluasi oleh Gugus Tugas Kccamatan I Desa 
Bagi aparatur Kccamatan dan Desa, pemantauan dan cvaluasi dapar 
digunakan untuk mcnyusun laporan berkala berdasarka.n data dan 
informasi yang diperoleh dari pcmantauan dan evaluasi yang dilakukan 
olch Koordinator Gugus Tugas Kccamatan, Kelurahan/Dcsa terhadap 
kinerja organisasi kemasyarakatan/lembaga pelaksana seperti organisasi 
non pemerintab/LSM/organisasi berbasis masyarakat, Pusat Kegiatan 
Belajar Masyarakat (PKBM), Komite Pendidikan Masyarakat Desa (KPMD), 
Pesantren, dan lainnya sebagai anggota gugus tugas pencegahan yang 
jadi akar rumput. Laporan harus berdasarka.n laporan yang diperoleh 
dari pelaku kepada Pemcrintah Keeamatan, Kelurahan/Desa setempaL 

vn. MEKANISME PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASJ 



IX. PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH 

Rencana Aksi Daerah Pencegahan Tindal< Pidana Perdagangan Orang Tahun 
2016 - 2020 adalah sehagai berikut: 

Tidak Pidana Perdagangan Orang dikoordinasikan oleh kementerian 
kesejahteraan Rakyat pada setiap bulan September-Oktober untuk 
dilaporkan dalam Sidang PBB, dan dilaksaoakan pada bulan November 
Desember. 
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DAN PER 
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TTD 

BUPA'M SAMBAS, 

Perempuan dan anak merupakan kelompok yang reatan mcajadi korban 
Tidak Pidana Perdagangan Orang. DalaJn berbagai kasus Tidak Pidana 
Perdagangan Orang. perempuan dan aaak, dipekerjakan pada sektor yang 
berbahaya, pekerjaan tertarang, dijadikaa kurir narkoba, uatuk kerja paksa, 
pembantu rumah tangga, meagemis bahkaa dijadikan korban eksploitasi 
seksual dalam beatuk pomografi, prostirusi maupua pedofilia. Sebagiaa 
diantara korban diperdagangkan organ tubuhaya. Korban yang sehat organ 
tubuhaya dlambil dan ditransplantasikan secara komersial, 

Bagaimana pemerintah mcayusun reacana aksi nasional yang benar 
benar seasitif terhadap kebutuhan dan Hak Asasi Manusia, mcnyentuh akar 
permasalahan, serta responsif gender, sangat ditcnrukan oleh komitmen dari 
aaggota gugus rugas. Dibutuhkan kcscdiaan aparatur negara sebagai 
anggota gugus tugas uatuk melakukan Jangkah-Jangkah pro aktif di 
lapangan, mencegah agar ruang gerak sindikat perdagangan orang tidak 
makin meluas. 

Sejak Maret 2007, Indonesia telah memiliki uadang-undang ten tang 
pemberantasan tindak pidana perdagangan orang sebagai landasan 
pemberantasan Tidak Pidana Perdagangan Orang. Dan ditindak lanjuti 
dengan Peraturan Dearah Kabupaten Sambas No.3 Tahun 2015 tentang 
Peneegahan dan Penanganan tindak pidana perdagangan orang. Ini semua 
merupakan bukti komitmen pemerintah untuk memberantas Tidak Pidana 
Perdagangan Orang. Namun semua itu tidaklah berarti apa-apa tanpa 
komitmen semua pihak. 1'indak lanjut dari undang uadang adalah 
pelaksanaan reacana aksi nasional, rcncana aksi daerah dan aksi nyata 
organisasi dan lembaga serta semua stakeholders untuk bersinergi, bekerja 
bersama demi mereka yang rentan mcajadi korban, sehingga terhindar dan 
tcrcegah dari Tidak Pidana Perdagangan Orang. 

Demikian Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan 
Perdagangan Orang Kabupaten Sambas Tahua 2016 - 2020. 
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